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PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2020

(Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat )

Oleh : Asri Handayani
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan
Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 di Desa Batu
Layar,Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Dengan Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimakah peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 di Desa
Batu Latar Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat?: Serta Apa yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan
Desa dalam pembentukan peraturan desa tahun 2020 tersebut ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif
yang menganalisa fenomena-fenomena yang dialami atau dilakukan oleh subjek
peneliti,misalnya perilaku,persepsi, tindakan dari subjek peneliti. Jadi data
penelitian di dapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada
pemerintah desa batu layar yang di wakili oleh Kepala desa batu layar, Sekertaris
desa batu layar, kasi pemerintahan desa batu layar danm perwakilan dua orang
kepala dusun. Dan wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa yang
diwakili oleh Ketua Badan Permusyawaratan desa, sekertaris Badan
permusyawaratan desa dan satu orang anggota badan permusyawaratan desa.

Hasil Penelitian tersubut menujukan Kkinerja atau peran badan
permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat mulai efektif.
Kemudian kerjasama yang di bangun oleh pemerintah desa atau membangun
mitra bersama badan permusyawaratan desa mulai nampak optimal. Namun yang
menjadi salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana Sumber daya
manusia yang masi nampak minim sekali.

Kata Kunci  : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dalam Pembentukan
Peraturan Desa.
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THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE
FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS IN 2020

(A Case Study: Batu Layar Village, Batu Layar Districts, West Lombok
Regency)

By: Asri Handayani

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Consultative Body's role in the formation of
the 2020 Village Regulation in Batu Layar Village, Batu Layar District, West
Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The formulation of the proposed
problem is the role of the Village Consultative Body in the formation of the 2020
Village Regulation in Batu Background Village, Batu Layar District, West Lombok
Regency, West Nusa Tenggara Province, and the obstacles for the Village
Consultative Body in the formation of village regulations in the year 2020. The
research used is descriptive qualitative research that analyzes the phenomena
experienced by the research subject, for example, the behavior, perceptions, actions
of the research subject. Also, the research data were obtained from interviews with
the Batu Layar village government, represented by the Head of Batu Layar Village,
Sekertaris Batu Layar Village, Head of Batu Layar Village Government, and
representatives of two hamlet heads. Interview with the Village Consultative Body,
represented by the Head of the Village Consultative Body, the Village Consultative
Body secretary, and one member of the Village Consultative Body. This study shows
that the village consultative body's performance or role in accommodating
community aspirations is effective. Moreover, the village government's cooperation
or building partners with the village consultative body is optimal. However, one of
the obstacles faced is how human resources are still very minimal.

Keywords: Role of Village Consultative Body (BPD), Batu Layar Village
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas.
Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan.
Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan
negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. M.
Thalhah (2009 : 1). Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai
suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu
Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Aminuddin ilmar (2013 : 71).

Dari penjelasan kedua para ahli di atas tentang Demokrasi yang mana
membicarakan tentang suatu sistem pemerintahan di suatu Negara demokrasi
,maka analisa penulis tentang sistem domokrasi di Indonesia harus tetap di
terapkan dalam bingkai NKRI. Dari pemerintahan yang terkecil seperti di Desa
sampai pada pemerintahan dalam ruang lingkup yang besar. Menurut penulis
ketika di tingkat desa Sistem pemerinstahan benar-benar diterapkan, Maka
kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai. Karena ujung tombak
kemajuan suatu Negara berawal dari pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara
Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelengarakan pemerintahan

dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk



menyelenggarakan otonomi daerah. Dimana melalui penyelenggara otonomi
daerah, proses pemerintahan diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip
demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaraagaaman daerah. Salah satu bentuk upaya
pemerintah dalam mewujudkan tujuan Negara serta membantu menjalankan
pemerintahan Indonesia secara umum dengan adanya asas desentralisasi yang
semakin berkembang pada era otonomi daerah dan membawa perubahan besar
pada penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia ini dimana daerah di
berikan kepercayaan untuk bias menjalankan kehidupan dalam kebutuhan
masyarakat sendiri di setiap daerah masing-masing hal ini berimplikasi pada
penyelengharaan pemerintah daerah saat ini lebih mandiri dan potensi daerah
tersebut yang sangat beragam (Noerma, 2017 : 121).

Pemerintah Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses
demokrasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaiknya saat
ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari
keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesetauan hukum
yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga
sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain
menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang-undang.
Dalam Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya,

disebut desa adalah kesatuan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat



isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Indonesia. HAW Widjaja (2004 : 1)

Paska reformasi pemerintah memberikan otonomi daerah kepada
pemerintah daerah sabagai asas desentralisasi yaitu pemerintah memberikan
wewenang kepada deaerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk
membangun daerah dan desanya. Menuju pemerintahan yang berkualitas dan
mewujudkan pembangunan masyarakat, dari sini peneliti melihat untuk
memajukan suatu Negara maka yang di sentuh atau di perhatikan pertama adalah
pemerintahan desa. Ketika desa di seluruh Indonesia udah mandiri dan
kesejahteraannya baik maka baiklah Negara tersebut.

Dalam Undang — undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan
bahwa : “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain di bantu perangkat Desa sebagaia unsur penyelenggara pemerintahan Desa”.
Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan
didalamnya, yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksaanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik
Pemerintahan Desa dan BPD. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realita kondisi
aparatur pemerintah amat terbatas, sebagai perwujudan demokrasi, didesa

dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang



berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi
dan pengawasan dalam hal pelakksanaan Peran Desa, Anggaran Pendaapat dan
Belanja Desa (APBDes) dan keputusan Kepala Desa. Salah satu bentuk
kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hokum
(peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat
warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hokum yang wajib ditaati dalam
rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan
kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Didik. G. Suharto, (2016 : 56).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan
dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara
langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri,
BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini
sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka
menyempurnakan pembentukan Lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan
wadah berdemokrasi dilingkup Desa. BPD mempunyai peran penting dalam
pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa
mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi
kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat

untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalanya program



kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalanya program kerja dengan mengadakan
pengawasan dan pengamanan secara langsung. Hanif Nurcholis (2005:140).

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah suatu lembaga yang dibentuk
untuk mengawal demokrasi di tingkat desa. Menyerap aspirasi masyarakat desa
dan di teruskan dalam proses pembentukan peraturan desa. BPD sengaja dibentuk
untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan peraturan desa untuk
kemaslahatan serta mensejahterakan seluruh masyarakat di desa tersebut.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran membantu dan objek,
bukan menjadi aktor pembantu. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang
Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 2 Tahun 2008
tentang Pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan
masyarakat. Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan
denga nasal usul budaya yaitu: (1)Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul
dan kondisi social budaya masyarakat setempat, (2)partisipasi, bahwa
penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan
peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta
bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame
warga desa, (3)otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur
dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada haak asal usul dan nilai-nilai
social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus
diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4)Demokrasi, artinya

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksaanaan pembangunan di desa harus



menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian
dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai
mitra Pemerintahan Desa, (5)Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan
dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan
yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritass kebutuhan masyarakat. Dapat
disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam peraturan mengenai Pemerintahan
Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis,dan
pemberdayaan masyarakat. Sarundajang (2002 : 181)

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua
macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang
mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, kepuusan-
keputusan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk
melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak
dijumpai dalam kehidupan social masyarakat desa, proses pengambilan keputusan
dilakukan melalui proses persetujuan Bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan
untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun
orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua,
keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama,
seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang
dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan
tersebut dilakukan pihak-pihak secara hokum memang diberi fungsi untuk itu,

yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah



produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa Bersama Badan
Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang
yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi
menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, oleh karenaya BPD sebagai badan permusyawaratan yang
berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan
penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan
fngsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Sadu Wasistiono, dkk
(2007:35)

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik
masyarakat kota maupun masyarakat desa. Untuk masyarakat kota, kebebasan
mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat
desa, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan
masyarakat desa yang mana fasilitas masih kurang memadai.Untuk memfasilitasi
hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 55
UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari
Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal,
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang

bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat



dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU
Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti
oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa
untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Dari hasil observasi awal Peneliti dalam mewawancarai Pemerintah Desa
Batu Layar, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat terkait masalah
mendasar dalam judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Menurut
pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang responsive dalam
menyerap aspirasi masyarakat sehingga hasil dari peraturan desa tersebut tidak
sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat desa. Ketidak sesuaian tersebut dapat
dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi BPD, SDM Badan Permusyawaratan Desa
yang rata-rata lulusan SMA yang membuat kinerja BPD kurang efektif setra tidak
terlalu mengetahui produk hukum di desa. BPD juga kelihatannya kurang
menjalankan perannya secara maksimal dalam menjalankan perannya sebagai
wakil masyarakat Desa. Hasil Observasi Awal (29 November 2020)

Kelanjutan dari observasi awal saat peneliti mewawancarai pemerintah
desa yakni kesepakatan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan
peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintah Desa yang tidak
substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat,yang seharusnya BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi



masyarakat.Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam
proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan
masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Peneliti juga melakukan observasi dan berdiskusi ringan BPD tentang
kinerja badan permusyawaratan desa di desa batu layar, mereka meyakini bahwa
kinerja mereka belum terlalu efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD
namun dengan niat membangun desa mereka akan terus melakukan perbaikan
kelembagaan untuk mencapai tujuan BPD yang seutuhnya. Mereka juga
menyadari Badan Permusyawaratan Desa batu layar belum mampu bermitra
dengan pemerintah desa dalam menciptakan peraturan pada tingkat desa.
Dikarenakan tidak efektifnya sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat untuk
menyerap aspirasi dari masyar akat untuk di analisis dan di angkat dalam
pembahasan peraturan serta terkendala pada beberapa adat istiadat setiap dusun
dalam Desa Batu Layar. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti proses serta
kendala Badan Permusyawaratan Desa di Desa batu layer dalam pembentukan
Peraturan Desa (Perdes), maka seyognya peneliti memandang penelitian ini harus
dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPD dalam pembentukan dan
penetapan peraturan desa di Desa batu layer secara komprehensif yang akan
dituangkan dalam skripsi berjudul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA



1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang
menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
Peraturan Desa (Perdes), di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat?

1.2.2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
Perdes, di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok
Barat?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan dengan untuk mengungkap factor mendasar

mitra Pemerintah Desayakni BPD yang kurang optimal dalam proses legislasi di

desa batu layer. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa
dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes).

1.3.2 Untuk mengetahui kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam

pembentukan peraturan Desa (Perdes).
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di

harapkan mempunyai manfaat untuk BPD dalam proses pembentukan peraturan

desa. Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut:

141

1.4.2

Manfaat Teoritis

Rencana penelitian ini diharapkan bisa menjadi refensi, memberikan
wawasan dan pengetahuan baru terhadap, Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik, Universitas Muhammadiyah
Mataram.

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam
proses pembentukan peraturan desa serta menjalankan kajian lebih
lanjut.

Dapat menjadi landasan utuk meningkatkan peran badan

permusyawaratan desa di Indonesia.

Manfaat Akademik

Secara akademik di harapkan rencana penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu

pesyaratan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Jurusan Illmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas

Muhammadiyah Mataram.

11



. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya
penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem
peran BPD

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan
ilmu yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan.

. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap
pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

Bagi pembaca agar dapat mengetahui peran BPD.
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BAB I1

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menganggap beberapa penelitian ini
bisa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.
Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa judul jurnal terkait
dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pada penelitian pertama vyang dilakukan oleh Situ Khoiriyah
Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring pada tahun 2016 dengan
mengangkat judul penelitian PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA. Dengan
mengunakan Metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Peran Badan
Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi
pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini
dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan
sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam
pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun

Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang
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tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-
faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi faktor
penghambat tersebut, antara lain: Diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar
Perangkat Desa dengan BPD serta masyarakat; Kepala Desa mendatangkan staf/
pegawai kecamatan guna memberi pengetahuan tentang Legal Drafting;
Pemerintah Desa selalu mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat
tentang peranan BPD.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Rodhiyah, Muhammad
Harir pada tahun 2015 dengan mengangkat judul penelitian PERANAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK. Mengunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan
Pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
penulis menarik kesimpulan bahwa: 1). Adapun Peran Badan Permusyawaratan
Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, namun peran BPD Krandon belum cukup
optimal sebagai perpanjang tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang
telah dibentuk dalam dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan
masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang
merata. 2) Kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun faktor-faktor
yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan perdes ialah: a) Kualitas

kinerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik. b). Kurangnya anggaran desa
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dalam setiap menjalankan proses legislasi. c¢) Kualitas internal Badan
Permusyawaratan desa.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahadi Fajrin Prasetya pada
tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR. Dengan mengunakan Metode Penelitian deskriptif dengan desain
pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :Peran BPD Bojong dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang
partisipatif sudah berjalan secara partisipatif, akan tetapi belum secara optimal,
dikarenakan peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat desa
dalam musyawarah pembentukan rancangan Perdes, belum sepenuhnya menjawab
hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan masyarakat desa terkait dengan
rancangan Perdes yang akan disusun oleh BPD.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Riflin Beatriks Paparang
pada tahun 2017 dengan mengangkat judul penelitian PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA. Dengan metode penelitian normatif. Maka titik berat
penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh pada
penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan
Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari Tahap Inisiasi (Pengusulan

dan Perumusan), Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), dan Tahap Yuridis
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(Pengesahan dan Penetapan). Pelaksanaan Peran memerlukan berbagai
sarana dan prasarana pendorong terutama integritas lembaga, kemampuan
individu anggota lembaga dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk kerjasama
dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk
kegiatan untuk menuju sasaran yang dihadapi. Pelaksanaan Peran Badan
Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi terbentuk dari,

oleh dan untuk masyarakat.
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Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

kecamatan guntur kabupaten
demak

yang dalam proses penyusunan
dan penetapan peraturan tidak
sesuai apa yang diinginkan
masyarakat sehingga masih
banyak aspirasi yang tidak dapat
diakomodir oleh BPD

sosiologis

Peneliti Judul Penelitian Masalah Metodologi Hasil
No
Situ Khoiriyah | Peran Badan BPD untuk mengayomi adat Metode Penelitian Peran Badan Permusyawaratan
1 | Ngarsiningtyas | Permusyawaratan Desa istiadat setempat kurang Kualitatif Deskriptif Desa Pasar V Kebun Kelapa
dan Walid Dalam Penyusunan Dan terperhatikan karena lebih dalam menjalankan fungsi
Mustafa Penetapan Peraturan Desa mengutamakan fungsi legislasi pengawasan Peraturan Desa
Sembiring dan anggaran; Aspirasi masih belum dilaksanakan
pada tahun masyarakat yang ditampung dan dengan optimal, hal ini dilihat
2016. disalurkan Badan dari hasil penelitian ditemukan
Permusyawaratan Desa belum kendala seperti kurangnya
representative fasilitas dan sosialisasi, serta
pedoman teknis
Siti Rodhiyah, | Peranan badan Kurangnya sosialisasi peraturan peran BPD Krandon belum cukup
2 | Muhammad permusyawaratan desa (BPD) | yang dibuat oleh Perangkat Desa | Metode Penelitian optimal sebagai perpanjang
Harir pada dalam pembentukan peraturan | dengan Badan Permusyawaratan | Deskriptif dengan tangan masyarakat desa karena
tahun 2015 desa di desa krandon Desa yang menjadi permasalahan | Pendekatan yuridis peraturan desa yang telah

dibentuk dalam dua tahun terakhir
tidak mencerminkan kebutuhan
masyarakat dan harapan
masyarakat dalam membangun
kesejahteraan yang merat
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Ahadi Fajrin
Prasetya pada
tahun 2016

Peran badan permusyawaratan
desa dalam mewujudkan
pembentukan peraturan desa
yang partisipatif di kabupaten
lampung timu

BPD tidak dapat menjalankan
peran dan fungsinya sebagaimana
yang ditetapkan dalam UU
dikarenakan tidak dilibatkan
dalam urusan pemerintahan desa.

Metode Penelitian
deskriptif dengan
desain pendekatan
kualitatif

Peran BPD Bojong dalam
mewujudkan pembentukan Perdes
yang partisipatif sudah berjalan
secara partisipatif, akan tetapi
belum secara optimal,
dikarenakan peran dari tokoh-
tokoh masyarakat yang mewakili
masyarakat desa dalam
musyawarah pembentukan
rancangan Perdes, belum
sepenuhnya menjawab hal-hal
yang menjadi keinginan dan
masukan masyarakat desa terkait
dengan rancangan Perdes yang
akan disusun oleh BPD.

Riflin Beatriks
Paparang pada
tahun 2017

Peran badan permusyawaratan
desa dalam pembentukan
peraturan desa ditinjau dari
undang-undang nomor 6
tahun 2014 tentang desa

peran Badan Permusyawaratan
Desa yang mungkin kurang
maksimal didalam menjalankan
perannya sebagai wakil
masyarakat Desa, atau hubungan
antara Badan Permusyawaratan
Desa dan Kepala Desa dalam
pembentukan Peraturan Desa
yang kurang berjalan dengan
baik.

metode penelitian
normative

Pelaksanaan Peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam
pembentukan Peraturan Desa
dimulai dari Tahap Inisiasi
(Pengusulan dan Perumusan),
Tahap Sosio-Politis
(Pembahasan), dan Tahap Yuridis
(Pengesahan dan Penetapan)
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2.2. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran
merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam
sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam
melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh
masing-masing organisasi atau lembaga.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai
orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi
sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi
akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan
sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu,
tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan
dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya
dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok,
baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.
Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku
tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga
mempengaruhi  bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang
dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan

mempunyai peran yang sama.
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Soekanto (2001:242) Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1.

Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti
pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna
bagi kelompok itu sendiri.

Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif,
dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan
suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk
melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah
disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik — baiknya.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga

komponen, yaitu:

1.

Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan
dengan suatu situasi tertentu.
Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang

menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
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3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang
berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut
berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan
kelancarannya.

Dari beberapa pengertian Konsep peran menurut para ahli di atas maka
peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep peran merupakan suatu
proses yang sangat strategis dalam perubahan sosial, Dimana semua aktifitas-
aktifitas sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial akan melahirkan fakta-fakta
sosial. Dari sini peneliti mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa mampu
menjalankan perannya semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan perubahan
sosial di desa batu layar dengan cara menyerap aspirasi masyarakat desa dan
membawanya ke penyusunan peraturan desa yang harus memprioritaskan
keinginan masyarakat desa.

2.3. Otonomi Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi
Pemerintah Desa semata-mata tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam
menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk
kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas
bagi inisiatif dari desa.

Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat
dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa,
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang

dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, hal ini merupakan
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pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep
komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga
sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai
suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi
otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang
dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian
orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-
satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Albert Sitepu
(2018 : 11)

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang
memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan
bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian
pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak
menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh
karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan
sebaliknya.

Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas
tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang
kemungkinan perpecahan bangsa. Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan
bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki Political Will yang kuat
untuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali
menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga

keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan ‘“daerah
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istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual
dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan
daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999,
UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang.
Albert Sitepu (2018 : 12)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu
implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah
administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah
(pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya,
perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa)
mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, dimana pada satu desa memiliki
otonomi yang sangat luas (most desentralized), sedang disaat lain desa tidak
memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif
(most centralized). Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari
berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh
alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan
untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini
adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap
ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Albert

Sitepu (2018 : 13)
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Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan
sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih
luas dari pada otonomi daerah-daerah hukum diatasnya yang lahir di kemudian
hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang
dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu
antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan
hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga
bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai
norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang
ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur
pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat
Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta
benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak
memungut pajak sendiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik
Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan
yuridis pada pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa
sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah
Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan
berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak
yang bersifat autochtoon atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu
merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan
tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 5

Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat
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hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara

umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat

“Desa” ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai

kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi). Albert

Sitepu (2018 : 14)

2.4.Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa
2.4.1.Pemerintah Desa
Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai
batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-
istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa yang
merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa
colonial Belanda, dimana pada umumnya desa mempunyai pemerintahan
sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan
struktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks Bahasa, daerah-daerah
di Indonesia banyak yang menyebut istilah desa dalam ragam Bahasa yang
lainnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu desa. Dalam beberapa
tempat atau daerah-daerah memiliki istilah atau sebutan desa yang berbeda.
Hasyimzoem, Yusnani dkk (2017 : 130)
Moch. Solekhan (2014 : 51-51) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan,bahwa Pemerintah Desa
adalah“Penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.Sedangkan penyelenggarany aadalah Pemerintah Desa, yaitu
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Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh
perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain. Dimana, dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian
hokum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabiltas, efektifitas dan
efisiensi,kearifan local, keberagamaan, danpartisipatif.

Disamping itu, di dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,
pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa
(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
demikian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 2 institusi yang
mengendalikanya, yaitu: Pemerintah Desa BPD

Dijelaskan juga di dalam PP. No. 72 Tahun 2005, bahwa yang di
maksud dengan Pemerintah Desa atau yang di sebutkan dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintah desa. Sedangkan BPD atau yang di sebut dengan nama lain
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahdesa,

pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
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pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalua di lihat dari segi

fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1.

2.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa

Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa

Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong
masyarakat

Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisinan, dan lain

sebaginya.

2.4.2.Penyelenggara Pemerintah Desa.

Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa

tertinggidi desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin

yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta menginformasikan

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Terbagi

kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan

desentraliasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu

terpusat pada Kepala Desa.
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Menurut Moch.Solekhan (2014 : 73-76) dalam buku berjudul
Penyelengaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat
membicarakan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala desa.

1. Kepala Desa
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Terkait dengan tugas, wewenag,
dan kewajiban Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menjelaskan sebagai berikut:
1) Tugas Kepala Desa

Terkait dengan tugas Kepala Desaini, pasal 26, ayat (1) Undang-

Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “Kepala Desa

bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Wewenang Kepala Desa

Terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, passal 26, ayat (2)

Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang:

a) Memimpin penyelenggara Pemerintah Desa

b) Mengangkat dan memberhentikan peangkat Desa

c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa

d) Menetapkan Peraturan Desa

e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
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3)

9)
h)

Membina kehidupan masyarakat Desa

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintergrasikanya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa

Mengembangkan sumber pendapatan Desa

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyaarakat Desa
Memanfaatkan teknologi tepat guna

Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipasi
Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjukan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa

Terkait dengan kewajiban Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (4)

Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “ Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

a)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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9)

h)

)

P)

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang
akuntabel,transparan,professional efektifdanefisien, bersih,
serta bebas dari kolusi,korumsi,nepotisme.

Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa

Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
Mengelola keuangan dan asset desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

Membida dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyaakatan di
desa

Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan
hidup

Memberikan informasi kepada masyarakat desa
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2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima
Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa
terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana
Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di
jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat
Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran
atau surat keterangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan ~ Pemerintah  tersebut  bertujuan  agar
penyelenggaraan admisnistrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih
baik. Mengingat posisi Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai ,,otak™
dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan
dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian Sekretariat
Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan

demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk
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Sekretaris Desa. Pengisisanjabatan Sekretaris Desa dengan status
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan salah satu program
dari Departemen dalam negri yang tertuang dalam RPP tentang
pemantapan Desa dan Kelurahan. Kondisi administrasi Desa belum
teratur, sehingga Pemerintah perlu memikirkan adanya Perangkat Desa
yang bisa mengatur sistem administrasi Desa. Dan yang paling tepat
adalah Sekretaris Desa itu sendiri. Guna mewujudkan Pemerintahan
Daerah yang maju, profesional, serta tercapainya pelayanan publik
yang baik, maka organisasi Pemerintah Desa harus diperkuat dulu.
Pemerintah Desa saat ini mempunyai kelemahan padastatus
perangkatnya yang belum jelas. Perangkat Desa pada umunya bekerja
atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat
Desa yang diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka akan
dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
pusat. Oleh karena itu, yang diangkat PNS hanya Sekretaris Desa,
dengan alasan Sekretaris Desa menjadi otak manajemen dan

administrasi di kantor Pemerintah Desa.
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2.5.Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat
politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran
sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara).
Dwipayana dkk (2003 : 25)

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah
sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Selanjutnya, menurut Wijaya Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Wijaya
2006 : 38)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Pasal 1
angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain,

yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksankan fungsi
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pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun
dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang
pelaksananaya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia
Pemilihan anggota Badan Permusyaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan
BPD. Bambang Yudyono (2000 : 46)

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan
jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-
calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik,
golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi
persyaratan.
2.5.1.Berdasarkan Pasal 57 UU Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki

seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
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3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah
menikah;

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;

7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)
orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan
Desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada
Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil
sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan
sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat
Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan.
Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

2.5.2.Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Ditelaah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan

permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
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2014 Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa

dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

1.

2.

3.

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1.

Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

1.

2.

Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
Mengajukan pertanyaan;

Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
Memilih dan dipilih; Dan

mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa

berkewajiban untuk :

1.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;

Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan;

Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan Desa.

2.6.Peraturan Desa

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian Peraturan atau

Hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu : Hukum dalam arti penguasa, Hukum

dalam arti para petugas, Hukum dalam arti sikap tindakan, Hukum dalam arti

sistem kaidah, Hukum dalam arti jalinan nilai, Hukum dalam arti tata hukum,

Hukum dalam arti ilmu hukum, Hukum dalam arti disiplin hukum.Beberapa

hukum dari beberapa sudut pandang yang di kemukakan oleh Soedjono

Dirdjosisworo mengambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan
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perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini
dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tau tentang hukum, tetapi hukum
juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.
Soedjono Dirdjosisworo (2008 : 25)

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak
boleh bertentangan dengan kepentinganumum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan dilndonesia yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, Peraturan Desa
yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian
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maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat
dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis peraturan di desa
dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, meliputi:

1 Peraturan Desa;

2 Peraturan Bersama Kepala Desa;

3 Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia (Nomor 111 Tahun 2014)

Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa
dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
gan Peraturan Desa. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di

atas berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana
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dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala
desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 111 Tahun 2014)
Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat peraturan desa diatur
dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,
penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
1. Perencanaan
a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di tetapkan
oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainya
di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan
atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
2. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah
Desa
b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di
konsultasikan kepada masyarakat desa dapat di konsultasikan
kepada camat untuk mendaptkan masukan
c. Rancangan peraturan Desa Yyang dikonsultasikan sebagimana
dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau
kepompok masyarakat yang langsung dengan substansi mataeri

pengaturan
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3. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

a. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa

b. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana
pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa
tentang rencana kera Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

c. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat di usulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan PBD untuk
ditetapkan sebagi rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

8. Pembahasan

a. BPD mengundang Kepala Desa unruk membahas dan menyepakati
rancangan Peraturan Desa

b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakasa Pemerintah
Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas
waktu pembahsan yang sama, maka didahulikam rancangan
Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa
usulan Kepala Desa di gunakan sebagai bahan untuk perbandingan;

c. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapt di tarik

kembali oleh pengusul

41



d. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bahas tidak dapt di tarik
kembali kecuali atas kesepakan bersama antara Pemerintah Desa
dan BPD

e. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaran Desa kepada
kepala Desa untuk di tetepkan menjadi peraturan Desa paling
lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib ditetepkan oleh kepala DEsa dengan membubuhkan tanda
tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

9. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bubugkan tanda tangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
sekertaris Desa untuk diundangkan.

b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan
Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1), rancangan
Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa
sah menjadi Peraturan Desa.

10. Pengundangan
a. Sekertaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembar desa
b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat sejak di undangkan.
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c. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak
penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa,
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa

d. Penyebarluasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarahdan mufakat. Pimpinan
badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan anggota badan permunsyawaratan
desa, masa jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat
dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara
penetapan anggota badan permusyawaran desa dan pimpinannya di atur dalam
Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (Pasal 209-210 ayat 1 -4 UU
No0.32 Tahun 2004)

2.7.Kerangka Berfikir

Menurut Sugiono (2011 : 60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir
merupakan model konseptial tentang bagaimana teori berhubnungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang terpenting jadi dengan
demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi
pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap
pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan

dilakukan.
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Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian
ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman
untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot.Penelitian ini mengangkat judul
“Peran Badan Permuswaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa
di Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Tahun
2020”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sudah optimal peran yang
dijalankan oleh Badan Permuswaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok
Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.

Kesadaran Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menjalankan tugas dan kewajibanya dalam menjadi wakil masyarakat dalam
menampung aspirasi masyarakat dan kemudian bersama Pemerintah desa dalam
merancang peraturan desa untuk kemaslahatan masyarakat desa batu layar
kecamatan batu latar kabupaten Lombok barat adalah suatu keadaan dimana
lembaga BPD tanggap dan mengerti situsasi apa yang diinginkan oleh masyarakat
desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menyerap aspirasi
masyarakat desa, mampu membarikan solusi, memberikan keputusan dan
mendorong agar apa yang di inginkan oleh masyarakat desa bisa di realisasikan
dalam. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang diwakili oleh
keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat mempengaruhi peraturan yang
akan di bentuk. Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat di lihat

melalui gambar skema di bawah ini.
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Gambar 2.1.1 Kerangka Berfikir penelitian

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA

Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Daiilam
Pembentukan Peraturan Desa (Perdes)

. Apa Saja Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembentukan Perdes

v

Ada Tiga Komponen Peran Menurut Sutarto
(2009:138-139)

1. Konsepsi Peran

2. Harapan Peran

3. Pelaksanaan Peran

\ 4

1. Pendekatah Kualitatif
Tohirin (2012:3)

2. Pendekatah Deskriptif.
(Sugiyano,2010:100)
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BAB |11

METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian
3.1.1 Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya eksprimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan
secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi. (Sugiyano.2010 :50)

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami
fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks
khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode almiah,
Tohirin Metode (2012:3).

3.1.2 Pendekatan Deskriptif

Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara
sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
atau objek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu

memberikan deskripsi atau uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti.
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Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu gejala
yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari konseptual
yang oprasionalkan,dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antar
variabel (Sugiyano,2010:100)

Penelitian deskriptif adalah peneliti hendak menggambarkan suatu
gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan
keterkaitan antara variabel. Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan
dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun
kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau
simbol. Wina Sanjaya (2013:59)

3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan turun dan melakukan
proses penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil Judul Peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Pemilihan
lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang mendalam agar bisa
berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lokasi penelitian ini akan
dilaksanakan di Desa Batu Layar, Kecamata Batu Layar, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.3 Teknik Penentuan Informen
Purposive Sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling merupakan
teknik atau cara yang digunakan penelitiuntuk mengambil sampel peneliti yang
akan di teliti. Teknik pengembilan sampel adalah suatu teknik atau cara

mengambil sampel yang representatif dari populasi, pengambilan sampel ini harus
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dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat
berfingsi sebagai contoh atau dapat mengambarkan populasi yang sebenarnya.
Subana (2005 : 25)
Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono
(2018 : 102) adalah Purposive Sampling
Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin
dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
objek/situasi social yang diteliti.
Adapun informent penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Bapak H.M. Nur Taufiq,.S.Pd.I Selaku Kepala Desa Batu Layar
2. Bapak Muzofar Yusuf Selaku Sekertaris Desa Batu Layar
3. Bapak H. Anshari Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batu Layar
4. Bapak H. Muhammad Murzi Selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan
Desa Batu Layar
5. Bapak Khairil Anwar Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Batu Layar.
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3.4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber

primer dan sumber sekunder. (Sugiono, 2015 : 114)

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang di
peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.

2. Data sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian in adalah data yang
diperoleh dari cara pencatatan, pengmpilan data-data atau dokumen dari objek
yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan data primer

ke data sekunder sebagai pelengkap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulam data, maka peneliti tidak akan menapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data

yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis. idrus (2009 :101) observasi melibatkan dua
komponen yaitu pelaku observasi atau observer dan objek yang di observasi

atau observeer dalam penelitian ini peneliti mengunakan observasi non
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partisipan dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak

terlibat dan ikut secara langsung

. Wawancara

Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi-informasi yang di inginkan oleh peneliti. Wawancara
juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan
pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak lansung
dengan tatap muka.

Esterberg dalam (Sugiyono, 2002 : 101 ) mendefinisikan wawancara atau
interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua
orang untuk bertukar invormasi dan ide melalui Tanya jawab, sehinga dapat di
kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digumakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study
pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih
mendalam.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi serstruktur, dimana
sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan
namun pada pelaksananya disesuaikan dengan responden, teknik wawancara
semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-
depthinterview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari
wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih

terbuka, di dalam pihak yang diajak wawancara atau di minta pendapatserta
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ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara
teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informant.
3. Dokumen
Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi
penelitian. (Gunawan, 2015 : 113) dokumens dilakukan dengan mencari data
pendukung yang sesuai dengan tema yang di teliti. Studi pustaka digunakan
untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan mengunakan
sumber-sumber keputusan yang relevan.
Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan
perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan
dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto-foto,
serta catatan lapangan.
3.6 Teknik Analisis Data
Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada
gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting
dalam metode penelitian,karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.Data mentah yang
telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok,didalam
kategorisasi, dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa,sehingga
data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk

menguji hipotesis.( Haris,2010:100)
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Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa
yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif.Data yang telah
dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh
gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut
diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan
kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai
dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara
maupun observasi yang sudah ditulis dalam cacatan lapangan dan proses
panafsiran data Moleong dalam Gaffar.( 2006:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini
dilakukan melalui tida tahap, yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya
adalah mengadakan reduksi data.Reduksi data dilakukan dengan jalan
membuat abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data
yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di
jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan
(verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh
peneliti.Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan
observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar
pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan
tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dalam

Sutinah, (2010:70)
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3.6.2 Penyajian Data
Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang
mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian
dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam
penyusun gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek
penelitian. Melalui penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk
menginterpresentasikan fenomena-fenomena yang ada. Arikanto dalam
Suharsimi,(2006:90)
3.6.3 Penarikan Kesimpulan
Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai
menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih
bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses
analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini,
dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga segera
dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara.Agar kesimpulan itu
lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi.Dari observasi
tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah

kesimpulansementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

53



